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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko 
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2755); 

_ .engingat 

BUPATI MERANGIN, 

a. bahwa untuk melaksanakan Bagian kedua belas 
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 
Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, perlu diatur 
dengan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan 
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur 
Pemungu tan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan. 

_.:enimbang 

TENT ANG 

S1'EM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 

TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN MERANGIN 

PERATURAN BUPATI MERANGIN 

NOMOR ~~ TAHUN 2014 

BUPATI MERANGIN 



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
. omor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
. as · dang- .ndang . .omor 32 Tahun 2004 tentang 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

~- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang 
Pcmeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

· dang-U ndang . · omor 54 Tah un 1999 ten tang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

omor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

. erangin . omor 6 ahun 2014 tentang Perubahan 

i{e iza Ata Peraturan Daerah Kabupaten Merangin 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Pemerin ahan Dae ah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 5cJ, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



Pasal 1 

DaJam Peraturan Bupati itii yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Merangin. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN 

PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK 
ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN 

MERANGIN 

MEMUTUSKAN : 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman. Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Sert.a Penyampaiannya; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09); 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran 

Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6); 
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Perneri .. tar an Da c..r a ialah Pen ·elenggara Urusan 
Pemerin ahar ore Pernerin tab Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan 
Tugas Pembangunan dengan Prinsip Otonomi seluas­ 
luasnya dalam Sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

o. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan 
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

6. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya Hak atas Tarrah dan/ atau Bangunan oleh 
orang pribadi atau Badan. 

7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan 
diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 
Undang di bidang pertanahan dan bangunan. 
Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan Perpajakan Daerah. 

9. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan 
lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga 
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Kantor Pertanahan adalah kantor Pertanahan Kabupaten 
Merangin. 



. Dina Pe: dapatan Daerah yang selanjutnya disingkat 

DI PL ·oA adalah dinas yang diberi wewenang untuk 

mengelola pajak di wilayah Kabupaten Merangin. 

12. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang adalah 

pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan 

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

Pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada Dinas Pendapatan Daerah. 

14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

15. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak 

ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari 

Wajib Pajak. 

16. Dokumen terkait perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah 

terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah 

dan/ atau bangunan, dapat berupa surat perjanjian, 

dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain 

yang memiliki kekuatan hukum. 

17. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang 

selanjutnya disingkat SSPD-BPHTB adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dan sekaligus 

untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 

pajak yang menen ukan besarnya jumlah pajak, jumlah 

kredit pajak, · mlah kekurangan pembayaran pokok 
6 



Pasal 2 

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup 
seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam 
menerima, menatausahakan dan melaporkan 
penerimaan BPHTB. 

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas 

Tanah dan/ atau Bangunan; 
b. Prosedur pemoayaran BPHTB; 
c. Prosedur penelitian SSPD-BPHTB; 
d. Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas 

Tanah dan/ atau Bangunan; 
e. Prosedur pelaporan BPHTB; 
f. Prosedur penagihan; dan/atau 
g. Prosedur pe igurangan. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

pajak be am a sanksi administrasi dan jumlah yang 

masih harus dibayar. 

®Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas 

jumlah pajak yang telah ditetapkan yang diterbitkan jika 

ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum 

terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah 

pajak yang terutang. 

20. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

adalah dokumen legal penetapan pemindahan Hak Atas 

Tanah dan/atau Bangunan dari satu pihak ke pihak lain. 

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan 

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 

pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 

pen yetorann ya. 



Pasal 3 

I] uk melaksar akan sistem dan prosedur sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasa. 2. instansi yang berwenang harus 

(3 Pro edur penguru an Akta Pemindahan Hak atas Tanah 

dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

2 huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta 

pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan 

sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib 

Pajak. 

(- Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak 

erutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan 

menggunakan SSPD-BPHTB. 

o Proscdur penelitian SSPD-BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur 

verifikasi yang dilakukan Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD) atas kebenaran dan 

kelengkapan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukungnya. 

(6J Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

l2 huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala 

Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta oleh 

PPAT / Notaris. 

7) Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi 

penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak. 

~ Prosedur penetapan Surat Tagihan, SKPDKB/SKPDKBT, 

dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf f adalah prosedur penetapan SSPD-BPHTB, 

KPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan 

oleh Instansi yang Berwenang. 

?rosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah 

prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas 

pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh 
T vajib Pajak. 
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Pasal 5 

'ajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD- BPHTB yang 
disiapkan oleh PPAT / otaris. 

Pasal 4 

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan melalui PPAT /Notaris sesuai 
Peraturan Perundangan-Undangan. 

(2 PPAT /Notaris melakukan penelitian atas Objek Pajak 
yang haknya dialihkan. 

Bagian Kesatu 

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau 
Bangunan 

BAB III 

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB 

mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi: 

a. Fungsi pelayanan; 

b. Fungsi pengelolaan data dan informasi; dan 

c. Fungsi perribukuan dan pelaporan, 

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a bertugas melakukan interaksi dengan Wajib 

Pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB 

seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses 

pengurangan BPHTB. 

(3) Fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk 

mengelola database terkait Objek Pajak. 

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk 

menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB 

berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang 

ditunjuk. 



Pasal 7 

Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tarrah 
dan/ atau Bangunan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 

a. Vajib Pajak e.ak penerima hak atas tanah dan/ a tau 
bangunan] . er apkar dokumen pendukung terkait 

10 

Pasal 6 

Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan Hak atas Tarrah 
dan/atau Bangunan adalah: 
a. Wajib Pajak selaku Penerima Pajak 

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar 
BPHTB atas hak atas tanah dan/atau bangunan yang 
diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak 
menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung 
terkait pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan. 

b. Instansi yang berwenang 
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam 
pengelolaan keuangan daerah. Dalam prosedur ini, 
Instansi yang berwenang berkoordinasi dan bekerja sama 
dengan PPAT /Notaris dalam menyiapkan SSPD-BPHTB. 

c. PPAT/Notaris 
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam 
menghitung BPHTB terutang dan menyiapkan SSPD­ 
BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah Camat 
atau Notaris. Dalam prosedur ini PPAT / Notaris bertugas 
dan berwenang untuk: 
l. Memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke 

Kepala Kantor Bidang Pertanahan; dan 
2. Menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah 

dan/ atau Bangunan. 
d. Kepala Kantor Bidang Pertanahan 

Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan 
di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala 
Kan tor Bidang Pertanahan menyediakan data yang 
dibutuhkan PPAT /Notaris tcrkait pemeriksaan objek 
pajak. 
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perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Dokumen 

pend ukung ini menyatakan bahwa telah terjadi 

penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara 

ked ua belah pihak. Dokumen ini dapat beru pa surat 

perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, 

dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah 

terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah 

dan/ atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai 

dengan dokumen pend ukung lainnya. 

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan 

pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau 

Bangunan kepada PPAT /Notaris. Wajib Pajak 

menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada 

PPAT /Notaris dilampiri dengan dokumen pendukung 

terkait perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. 

b. PPAT /Notaris menerima permohonan pengurusan akta 

dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah 

dan/ atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT /Notaris lalu 

memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang 

diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah 

lengkap, PPAT /Notaris kemudian mengajukan 

permohonan pemeriksaan data Objek Pajak kepada 

Kepala Kantor Bidang Pertanahan. 

c. Atas permintaan dari PPAT /Notaris, maka Kepala Kantor 

Bidang Pertanahan menyediakan data yang dibu tuhkan 

PPAT /Notaris untuk melakukan pemeriksaan Objek 

Pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan 

data Objek Pajak kepada PPAT /Notaris. 

d. PPAT /Notaris menerima data objek pajak dari Kepala 

Kantor Bidang Pertanahan. PPAT /Notaris kemudian 

memeriksa kebenaran data objek pajak dengan 

membandingkan dokumen pendukung perolehan hak 

atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari 

Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, 

PP:\T . 'otaris dapat melakukan pengecekan objek pajak 

denzan melakukan obser ·asi lapangan. 



e. PP:\ TI. ·otaris menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak 

atas Tanah dan/atau Bangunan Dokumen ini 

meru pakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah 

dan/ atau bangunan yang belum ditandatangani oleh 

PPAT /Notaris. PPAT /Notaris kemudian menyimpan Akta 

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

f. Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT /Notaris 

rnenerima formulir SSPD-BPHTB dari Dinas Instansi 

yang berwenang, sebagaimana contoh terlampir. 

g. Setelah kelengkapan dokumen dan kelengkapan data 

Objek Pajak terpenuhi, maka PPAT /Notaris menghitung 

nilai BPHTB terutang. PPAT /Notaris kemudian mengisi 

informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam 

formulir SSPD-BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh 

informasi yang dibutuhkan, PPAT /Notaris lalu 

menandatangani SSPD-BPHTB. SSPD-BPHTB 

merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk 

melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau 

bangunan. SSPD-BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan 

perincian sebagai berikut: 

1. Lembar 1: 

Untuk Wajib Pajak. 

2. Lembar 2: 

Untuk PPAT sebagai arsip. _ 

3. Lembar 3: 

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran 

permohonan pendaftaran. 

4. Lembar 4: 

Untuk Dinas Pendapatan (Fungsi Pelayanan) sebagai 

lampiran permohonan penilaian SSPD-BPHTB. 

o. Lembar 5: 

Untuk Bank dan ditujukan sebagai arsip. 

6. Lembar 6: 

In k Ban :: ~·a:-.: di njuk sebagai Laporan Kepala 
L 
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Pasal 10 

Pihak Terkait dalam prosedur pembayaran BPHTB adalah: 
a. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar 
BPHTB terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan. 

b. PPAT /Notaris 
Merupakan pihak yang menyiapkan SSPD-BPHTB 
sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB 
terutang dan membantu melakukan perhitungannya. 

c. Bank yang ditunjuk 
Dalam prosedur ini Bank yang ditunjuk berwenang 
untuk: 
1. Menerima pemba aran BPHTB terutang dari Wajib 

Pajak· 
2. _ erneriksa keiengkapan pengisian SSPD-BPHTB; 

Pasal 9 

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang 
dengan menggunakan SSPD-BPHTB. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan 
Dinas Pendapatan Daerah kemudian disetorkan ke Kas 
Daerah melalui Bank. 

Bagian Kedua 

Pembayaran BPHTB 

Pasal 8 

Form SSPD-BPHTB dan tata cara penulisannya sebagaimana 
ercantum dalam Lampiran I keputusan ini yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Dinas Pendapatan (Fungsi Pembukuan/Pelaporan). 

h. PPAT /Notaris menyerahkan SSPD-BPHTB yang telah diisi 
kepada Wajib Pajak. 

1. Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB yang telah diisi dari 
PPAT /Notaris. 



Pasal 11 

Dalam melakukan pembayaran BPHTB Wajib Pajak harus 
mengikuti prosedur pembayaran sebagai berikut: 
(1) Wajib Pajak akan menerima SSPD-BPHTB yang telah 

diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran pajak yang terutang ke Bank yang 
ditunjuk dan sekaligus untuk melaporkan data 
perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Surat 
Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan rincian 
se bagai beriku t : 
a. Lembar 1: 

Untuk Wajib Pajak. 
b. Lembar 2: 

Untuk PPAT sebagai arsip. 
c. Lembar 3: 

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran 
perrnohonan pendaftaran. 

d. Lembar 4: 
Untuk Dinas Pendapatan (Fungsi Pelayanan) sebagai 
lampiran permohonan penelitian SSPD-BPHTB. 

e. Lembar 5: 
Untuk Bank yang ditunjuk sebagai arsip. 

f. Lembar 6: 
Untuk Bank sebagai Laporan Kepala Dinas 
Pendapatan Fungsi Pembukuan/Pelaporan). 

Sebelum digu .. axan dalam proses pembayaran, Wajib 
Pajak dar ??.~.--: /- · tar;s menanda angani SSPD-BPHTB 
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(Fungsi Pendapatan laporan kepada Din as 

Pembukuan/ Pelaporan). 

3. . le gembalikan SSPD-BPHTB yang pengisiannya 

idak lengkap/kurang; 

4. Menandatangani SSPD-BPHTB yang telah lengkap 

pengisiannya; 

o. Mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5; dan 

6. SSPD-BPHTB lembar 6 untuk Bank sebagai bahan 



. . ... - . pene ar xe aoa ~ un a : 

mengajukan permohonan 

Pelayanan atas SSPD-BPHTB 
15 

. erupakan 

Pasal 13 

Pihak-pihak yang terkait dalam Penelitian SSPD-BPHTB 

adalah: 

a. Wajib Pajak elaku Penerima Hak 

Pasal 12 

( 1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi 

Pelayanan. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD­ 

BPHTB; dan 

b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD-BPHTB. 

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) disertai dengan pemeriksaan lapangan. 

Bagian Ketiga 

Penelitian SSPD-BPHTB 

terse but. 

2) Wajib Pajak menyerahkan SSPD-BPHTB dan 

membayarkan BPHTB yang terutang kepada Bank yang 

ditunjuk pada saat yang bersamaan. 

(3) Bank yang ditunjuk menerima SSPD-BPHTB dan uang 

pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank 

yang ditunjuk kemudian memeriksa kelengkapan 

pengisian SSPD-BPHTB dan kesesuaian besaran nilai 

BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima 

dari Wajib Pajak. 

(4) Bank yang ditunjuk menandatangani SSPD-BPHTB. 

Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 

dikembalikan ke Wajib Pajak. 

(5) Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 

4 dari Bank yang ditunjuk. Wajib Pajak kemudian 

melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan 

penelitian SSPD-BPHTB ke Dinas Pendapatan (Fungsi 

Pelayanan). 



Pasal 14 

Langkah dan Tata Cara Penclitian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen 

pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD­ 
BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas: 
1. Bukti SSPD-BPHTB dari Bendahara Penerimaan; 
2. Fotokopi identitas Wajib Pajak dapat berupa Kartu 

Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi (Paspor); 
3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal 

dikuasakanj; 

4. Fotokop· Kartu Keluarga atau Surat Keterangan 
Hubungar; Keiuarga, dalam hal transaksi waris; 

0. Fote co; · Kuasa Wajib Pajak (dalam hal 
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yang telah dibayarkan. 

· b. Fungsi Pelayanan pada Dinas Pendapatan 

Merupakan pihak yang rnemeriksa kebenaran informasi 

terkait Objek Pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB. 

Fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk: 

1. Menerima data terkait objek pajak kepada Fungsi 

Pengolahan data dan Informasi; 

2. Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran 

data terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD­ 

BPHTB; dan 

3. Menandatangani SSPD-BPHTB yang telah diverifikasi. 

c. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi pada Dinas 

Pendapatan 

Merupakan pihak yang menyimpan database Objek 

Pajak. Fungsi ini menyediakan data terkait Objek Pajak 

kepada Fungsi Pelayanan. 

Fungsi Pengolahan dan Informasi berwenang dan 

bertugas untuk: 

1. Mengelola database Objek Pajak yang termasuk 

dalam wilayah wewenangnya; dan 

2. Menyediakan data Objek Pajak atas permintaan dari 

Fungsi Pelayanan. 



dikuasakan); 

6. Fotokopi Kartu NPWP; dan 

7. Dokumen pendukung lain yang diperlukan. 

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian 

SSPD-BPHTB. Wajib Pajak kemudian menyerahakan 

Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB, SSPD­ 

BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada 

Fungsi Pelayanan. 

b. Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan 

Penelitian SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB (lembar 4), dan 

dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan 

kemudian mengajukan permintaan data terkait objek 

pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian 

SSPD-BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan 

dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan 

Data kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasi. 

c. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima Form 

Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan. Fungsi 

Pengolahan Data dan Informasi menarik data yang 

dibutuhkan dari sistem database Objek Pajak. Fungsi 

Pengolahan Data dan Informasi kemudian 

mencantumkan informasi Objek Pajak pada Form 

Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi 

lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data 

kepada Fungsi Pelayanan. 

d. Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang 

telah diisi data Objek Pajak dari Fungsi Pengolahan Data 

dan Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa 

kebenaran data yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dan 

dokumen pendukung SSPD-BPHTB berdasarkan data 

Objek Pajak dari Fungsi Pengolahan Data dan lnformasi. 

Dalam kondisi tertentu, Instansi yang berwenang berhak 

melakukan penelitian lapangan untuk mengecek 

kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara 
penelitian lapangan akan diatur tersendiri. 

e. Setelah emua keoenaran informasi Objek Pajak dalam 
S ?D-3PE 3 dan __ ,,. engkapan dokumen pendukung 

1 .., 
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Pasal 16 

Pihak-pihak yang terkait dalarn Prosedur Pendaftaran Akta 
Pemindahan Hak adalah: 
a. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang menyediakan dokurnen-dokumen 
pendukung pendaftaran akta pemindahan hak atas 
tanan dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan 
dokurnen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat 
Akta Tanah. 

b. PPAT /Notaris 
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta 
pemindahan atas tanah ke Kepala Kantor Bidang 
Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk: 
1. Mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas 

tanah; dan 
2. Menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan 

Hak atas Tanah dan / atau Bangunan yang telah 
terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan. 

Pasal 15 

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah 
atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada 
Kepala Kan tor Bi dang Pertanahan. 

(2) Instansi yang berwenang dapat melakukan kerjasarna 
dengan Kantor Bidang Pertanahan dalarn rangka 
pendaftaran Pemindahan Hak. 

Bagian Keempat 

Pendaftaran Akta Pemindahan Hak 

maka Fungsi Pelayanan menandatangani 

~~PD-BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan 

mengarsipkan SSPD-BPHTB (lembar 4) sebagai 

dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD­ 

BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak. 

f. Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB (lembar 1,2,dan 3) 
dari Fungsi Pelayanan. 
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menyerahkan draft Akta pemindahan hak atas tanah 
dan/ atau bangunan, SSPD-BPHTB lembar 3, serta bukti 
penerimaan SSP PPh kepada Kepala Kantor Bidang 
Pertanahan. 

d. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen 
pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas 
tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan kemudian 
menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data 

pendaftaran 
tan ah dengan 

c. PPAT /Notaris mengajukan 
perolehan/peralihan hak atas 

Pasal 17 

Langkah dan Tata Cara Pendaftaran Akta Pemindahan Hak 
sebagai berikut: 
a. Berdasarkan · prosedur penelitian dan prosedur 

pembayaran, Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB lembar 
2 dan lembar 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh 
Bukti Penerimaan SSP PPh atas pembayaran pajak 

penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak 
lalu menyerahkan SSPD-BPHTB lembar 2 dan lembar 3, 
serta Bukti Penerimaan SSP PPh kepada PPAT / Notaris. 

b. PPAT /Notaris menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan 
lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh Wajib Pajak. 
PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip SSPD­ 
BPHTB lembar 2. 

BAB IV 

LANGKAH DAN TATA CARA PENDAFTARAN 

pendaftaran hak atas tanah; dan 
2. Memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah. 

pengajuan dokumen kelengkapan 1. Memeriksa 

c. Kepala Ka; or Bidang Pertanahan 
,. eru pakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak 
tanah di wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini, 
Kepala Kantor Bidang Pertanahan berwenang dan 
bertugas untuk: 
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Pasal 19 

( 1) Fungsi pembukuan dan pelaporan menyiapkan laporan 
BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank 
dan/atau PP T / otaris. 

(2) Fungsi pernbukuan dan pelaporan menerima laporan 
penen aan B?:-: -:a dari Bank yang ditunjuk paling 
larnbat aria ranzzar ::.. sepuluh) bulan berikutnya. 

Pasal 18 

( 1) Pela po ran BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan 
dan pelaporan. 

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan 
informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai 
bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Bagian Kesatu 

Tugas dan Fungsi Pihak-Pihak yang Terkait dalam. 
Pelaporan BPHTB 

BABV 

PELAPORAN BPHTB 

terkait Objek Pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan 

lalu memperbaharui database daftar kepemilikan hak 

atas tanah. 

e. Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsipkan SSPD­ 

BPHTB lembar 3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu 

menyerahkan draft Akta pemindahan hak atas tanah 

dan/ atau bangunan serta bukti penerimaan SSP PPh 

kepada PPAT /Notaris. 

f. PPAT /Notaris menerima dokumen tersebut dan 
kemudian menandatangani Akta pemindahan hak atas 
tanah dan / a tau bangunan. 

g. PPAT /Notaris menyerahkan Akta pemindahan atas tanah 
dan/atau bangunan yang telah ditandatangani kepada 
Wajib Pajak. 

h. Wajib Pajak menerima Akta pemindahan Hak atas tanah 
dan/ atau bangunan. 
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laporan realisasi BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen 
yang diterima dari Bank yang ditunjuk dan 
PPAT /Notaris. Dalam prosedur ini Fungsi pembukuan 
dan pelaporan berwenang dan bertugas untuk: 
1. Menerima SSPD-BPHTB lembar 6 dari Bank yang 

ditunjuk; 
2. Menerima register SSPD-BPHTB dari Bank yang 

ditunjuk; 
3. Menerima register Surat Tanda Setoran (STS) dari 

Bank yang ditunjuk; 
4. Menerima buku penerimaan dan penyetoran dari 

Bank yang ditunjuk; dan 
5. . enerima laporan penerbitan Akta pemindahan hak 

a as -:-a-c..:-... dar../atau Bangunan dari PPAT. 

dan 
akta 

berwenang 
pen er bi tan 

Dalam prosedur ini PPAT /Notaris 
bertugas untuk membuat laporan 
pemindahan hak atas tanah. 

c. Fungsi pembukuan dan pelaporan 
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan 

Pasal 20 

Pihak pihak terkait dalam pelaporan BPHTB adalah: 
a. Bank yang ditunjuk 

Bank berwenang dan bertugas un tuk: 
1. Menerima pembayaran BPHTB dari wajib pajak; 
2. Menerbitkan dan menyampaikan Nota kredit kepada 

Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran BPHTB 
melalui rekening penerimaan Kas Daerah; dan 

3. Menyiapkan Register SSPD-BPHTB. 
b. PPAT /Notaris 

Merupakan pihak yang menyiapkan dan, mendatangani 
Akta pemindahan Hak atas tanah dan/atau bangunan. 

(3) - - . pembukuan dan pelaporan menerima laporan 
pembuatan akta perolehan Hak atas tanah dan/atau 
bangunan dari PPAT /Notaris paling lambat pada tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya. 



Pasal 22 

(1) Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan 
dan mendatangani Akta pemindahan hak atas tanah 
dan/atau bangunan. PPAT /Notaris juga menerima SSPD­ 
BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak. 

(2) PPAT /Notaris membuat laporan penerbitan Akta 
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan atas 
setiap akta yang telah diterbitkan. 

(3) PPAT / otaris menyampaikan laporan penerbitan akta 
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan ke 
fungsi pe ibu ar dan pelaporan. 

Bagian K etiga 

Pelaporan Penerbitan Akta Oleh PPAT/Notaris 

Pasal 21 

Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang ditunjuk 
adalah se bagai beriku t: 
a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang ditunjuk 

mengarsipkan SSPD-BPHTB Lembar 5 dan SSPD-BPHTB 
Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB 
dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke 
rekening penerimaan Kas Daerah; 

b. Berdasarkan SSPD-BPHTB Lembar 5 dan lembar 6, Bank 
yang ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan membuat 
Register SSPD-BPHTB atas setiap penerimaan 
pembayaran BPHTB dari wajib pajak. Bank yang 
ditunjuk mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5; 

c. Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan 
register SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan SSPD­ 
BPHTB lembar 6 ke Fungsi pembukuan dan pelaporan; 
dan 

d. Fungsi pembukuan dan pelaporan penerima register 
SSPD-BPHTB lembar 6. 

Bagian Kedua 

Langkah dan Tata Cara Pelaporan BPHTB 



Pasal 24 

Pihak-pihak terkait dalam prosedur penagihan BPHTB 
adalah sebagai berikut: 
a. Wajib pajak 

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar 
BPHTB terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak 
Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah 
Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan 
menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo 
belum melunasi BPHTB terutang. 

b. Fungsi Pelayanan pada Dinas Pendapatan 

Bagian Kesatu 
Pihak-pihak terkait dalam prosedur 

BAB VI 

PENAGIHA:rl BPHTB 

dokumen-dokumen tersebut, Fungsi 
dan pelaporan menyusun pelaporan pembukuan 

Realisasi. 

Pasal 23 

(1) Berdasarkan prosedur sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 21 dan Pasal 22, maka fungsi pembukuan 
dan pelaporan menerima dokumen berupa register SSPD­ 
BPH'!'B, SSPD-BPHTB lembar 6, buku penerimaan dan 
penyetoran, register STS dan laporan BPHTB, laporan 
penerbitan Akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan. 

(2) Berdasarkan 

Bagian Keempat 

Pelaporan Rea1isasi BPHTB 

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan dan menerima laporan 

penerbitan Akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau 

bangunan. 



Pasal 26 

Penetapan STPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 adalah sebagai berikut: 
a. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, 

maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD-BPHTB yang 
telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

b. Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD-BPHTB 
terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah 
hi tung, dan kena bunga/ denda. 

c. Atas SSPD-BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, 
salah tulis, salah hi tung, dan kena bunga/ denda, maka 
Fungsi Penagihan menerbitkan daftar SSPD-BPHTB yang 
tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena 
bunga/ denda. Fungsi penagihan kemudian mengarsip 
daftar tersebut. 

d. Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB 
berdasarkan daf ar SSPD-BPHTB yang tidak/kurang 
dibayar, sa.as - ...._' is, salah hitung, dan kena 

Pasal 25 

{ 1) Prosed ur penagihan dilakukan un tuk menagih BPHTB 
terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak. 

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau 
SKPDKB BPHTB dan/ atau SKPDKBT BPHTB. 

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat 
Paksa jika diperlukan. 

Bagian Kedua 

Prosedur Penagihan 

. Ie pakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: 

1. emeriksa SSPD-BPHTB.; 

2. Menerbitkan STPD BPHTB; 

3. Merierbitkan SKPDKB BPHTB; dan 

4. Menerbitkan SKPDBKBT BPHTB. 
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Pasal 27 
Penetapan SKPDKB BPHTB/SKPDKBT BPHTB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, 

maka Fungsi Penagihan akan Mengarsip SSPD-BPHTB 

yang telah dibayarkan oleh waib pajak; 

b. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD-BPHTB yang 

telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar 

oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan akan memeriksa 

nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD­ 

BPHTB tersebut. Atas SSPD-BPHTB yang ternyata 

kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan 

daftar SSPD-BPHTB yang kurang dibayar; 

c. Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPDKB yang 

telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak 

diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB 

terutang yang tercantum dalam SKPDKB yang masih 

kurang bayar., Fungsi Penagihan kemudian menrbitkan 

daftar SKPD KB yang masih kurang dibayar; 

d. Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan 

menerbitkan SKPDKB (rangkap 2) dan SKPDKBT 

tambahan (rangkap 2); 

e. Fungsi Penagihan mengarsipkan SKPDKB (lembar 2) dan 

SKPD KBT em bar 2); 

f. Fungsi Penagiaar mengirimkan SKPDKB (lembar 1) 
kepada ---- __ 

_:- - c. . e: da. TPD BPHTB dicetak rangkap 2. 

e. F iz · Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2). 

f. Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) 

kepada Wajib Pajak. 

g. Fungsi Penagihan memperbaharui daftar STPD BPHTB 

atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada 

Wajib Pajak. 

h. Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan 

BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran 

BPHTB. 
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Pasal 28 

Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 adalah sebagai berikut: 
a. Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/SKPDKB 

BPHTB/SKPDKBT BPHTB, Fungsi Penagihan 
penyimpanan: 
1. Daftar STPD BPHTB; 
2. Daftar SKPDKB; dan 
3. Daftar SKPDKBT. 
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi 
Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan 
mendekati jatuh tempo. 

b. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi 
Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan 
persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang 
masih teru tang. Pendekatan persuaif, melipu ti: 
1. Menghubungi Wajib Pajak melalui telepon; dan 
2. Mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan. 

c. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan 
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur 
oleh wajib pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan 
terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib 
Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. 

d. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan 
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur 
oleh Wajib Paiak yang tidak disetujui maka Fungsi 
Penagihan e eri itxar Surat Teguran (rangkap 2). 

pajak; dan 
1. Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan 

membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur 
pembayaran BPHTB. 

e iap 
Pajak; 

h. Fungsi Penagihan memperbaharui daftar SKPDKBT atas 
setiap SKPDKBT yang telah dikirimkan kepada wajib 

Penagihan memperbahari daftar SKPDKB atas 
KPDKB yang telah dikirimkan kepada Wajib 

a. 



.... - 
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Prosed ur pengurangan BPHTB dilakukan dengan langkah­ 
langkah se bagai beriku t : 
a. Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan 

BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung 
pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan 
BPHTB kepada Fungsi Pelayanan; 

b. Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan 
pengurangan BPHTB." Fungsi Pelayanan kemudian 
memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan 
BPHTB kepada Wajib Pajak; 

c. Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan 
pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi 
Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data 
terkait Objek Pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan 
Data; 

d. Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data 
kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasi; 

e. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima Form 
Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi 
kemudian menarik data tarkait Objek Pajak dari 
database Objek Pajak. 

f. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengisikan Form 
Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak; 

g. Fungsi Pengo ahan Data dan Informasi mengirimkan 
Form Pe ga: ~2" Data _ ·ang telah terisi) kepada Fungsi 
Pela .anan: 

BAB VII 

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB 

e. - -··t, ?e. agihan mengarsip urat Teguran (lembar 2). 
f. ? Ha • Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) 

kepada Wajib Pajak. 
g. Wajib Pajak menerima surat teguran. 
h. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran 

atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan Wajib Pajak. 



Pasal 30 

Contoh Form SSPD-BPHTB, Permohonan Penelitian SSPD­ 
BPHTB, Pengajuan Data, Data Objek Pajak, Laporan 
Penerbitan Akta, Register SSPD-BPHTB, Dokumen Register 
STS, STPD BPHTB, Surat Teguran, Daftar Surat Teguran, 
Surat Keputusan Pengurangan/Penolakan BPHTB, Daftar 
SSPD-BPHTB yang kurang dibayar, dan Daftar SSPD-BPHTB 
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung dan 
kena bunga/ denda tercantum dalam Lampiran I sampai 
dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan 
ketetapan kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah; 

i. Fungsi pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan 
dan: 
1. Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB 

(untuk yang ditolak); atau 
2. Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang 

disetujui). 
J. Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaa; 
k. Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan 

Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau 
Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang 
disetujui) kepada Wajib Pajak; dan 

1. Wajih Pajak menerima Surat Ketetapan BPHTB dan 
melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur 
pembayaran BPHTB. 

iayanan menclaah dan memeriksa pengajuan 
rangan BPHTB berdasarkan data Objek Pajak yang 

telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan 
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<::RAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR 69 

WAIHI 

ttd 

an di Bangko 
zzal 29 Oktober 2014 
~S DAERAH KABUPATEN MERANGIN 

AL HARIS 

ttd 

BUPATI MERANGIN 

Ditetapkan di Bangko 
Pada tanggal 28 Oktober 2014 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Merangin. 

pada tanggal 
Pasal 31 

mulai berlaku Peraturan Bupati ini 

di undangkan. 
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.. .. .. . . . ·-· 

~~engan huruf) 

berdasarkan Peraturan Da!!rah No : : - :Jn~ sendin rneruaoi 

Tanggal : Nomar: 

SKPDB i<URANG BAYAR/ SKPDB 

_:- -AMBAHA\") 

an terhut ang 

• Rp . 

Rp 

'"llul ! · ~n1k1 1 3 Rp. 

S~ I lnlf,I) 4 • Rp 
/ 

anya diisi berdasarkan perhttun an Waiib Pa'ak) 

- "".a~ '1TT I ! I ! I I ! I I I I ! I ! ! I · I • I 

j ! i ! I I I I I i I : I l I I 
_ PaJak 

_esa 5. RT/RW · 6. Kecamatan 

Ota 8. Kode Pas: 

"a;a~ (NOD'. P63 rn LI] D 
4 RT/ RW: 

6 Kabupaten/ Kata: 

• - oetunju~ ~~r~is,.in pad a ha la mar ~-la_k_a_n~le_b_a_r _:n_,_te_r_le_b_ih_d_;ih_u_l_L: -i 

untu« Wajb Pajak BHFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) 

LEMBAR 1 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(SSPD - BPHTB) i 
I 
1· 

..• r;,, I_ . --- 

-=- -AN OAERAH KASUPATEN MERANGIN 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 

i uo s NJOPPBB/m' 
(::>uJ1 IVOJ ranoh don orov be 1'11,!non yong hOCnro {011i1 bitrdowrto11 SPPr PSS rott11n (ttr,,d,nyo iuos x NJOP PBB/ m 1 

di ... ,w,o~,.011 l'lok ronun 

m' 9 Rp. 11 Rp. 
a.ogka 7 x angka 9 

s m' 10 Rp. 12 Rp 
Jnr,ka 8 x an;:ka 10 

NJOP PBB 
13 

Rp. 
angxa 11 • argka 12 

- -a atas rahan dan bangunan: I I i I 114. Harga tr ansaksi/ Nila, pasar: Rp. 

PE?_<\TUP.:\:'i BUPAT! MERANGIN 
:-JOMOR TAl-llJN 20 l '1 
T.\NGGAL 201'! 
TT7"1TANG SJSTF.M DA.1\! PR()~H)UR 

PEMU!''GUTAN BEA. PER0LEHAN 
HAK ATAS TANA!! DAN llANGI.JNi\N 
KABUPATEN MRRANc.TN 

UMP!R'\:'I ! 



) da uuf (pad a oag,an yang d,ars,r 

aka 1umlah setoran mengguna,an C-4 
aka Jumlah setoran ~jumlah n,lal yang dinyatakan di D·b 

setoran menggunakan C·4 dlkallkan dengan pro~ntase yang dinyatalca d, 0-0-< 
__ a setoran sejumlah ntla, yang dlnyatakan di 0-d 

3-!-~ .:..·. ,UVtAH PAJA~ YANG DISETOR di,si memperhatikan HURUF C-4 dan pillhan pada HURIJF D 

HURUf D D111I dengan member1 tanda 'X" pada kotak yang sesuai de'1gan dasar seorang WP melakaukan setoran pajak 
Huruf a jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C 
Huruf b jika setoran dllakukan tldak menggunakan perhltungan di huruf_C, tetilpl menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD s=­ 

Surat Ketetapan Pajak Oaerah BPHT8 Kurang l'.ayar (SKPD BPHTI3 Kurang Bayar), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang = 
Tambahan (SKPD BPHTB Kurang 8.lyar Tamb.lhan) 

Hurd, 11k~ WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan darl jum:ah yang harusnya ada di hurf C. Diisi dengan Prose~:~ 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Huruf d 1ika terdapat dasar/ ketentuan lain se:ain hurif a, huruf b. huruf c dan huruf d sebagal setoran berdasarkan SKPDB pembetulan/ S =: 
Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera o ,__ = 

HURUF J:. D,is, dengan perhttungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Oalam hal atas SSPD BPHTB digunakan untuk set:iran berdasarkan SSPO BPHTB/SKPDB Kurang Bayar/ SKPOB Kurang Bavar Tambahan s~baga - 
atau berdasarkan ruruf D.d maka huruf C tidak p erlu diisi 
Angka 1 Nila, Perolehan Objek rajak INPOP) diisi d,•ngan mempetimbangkan NJOP PBB dan harga transaksi/ nllai pasar objek pajak. 

Daldm hal harga transaksi/ nilai pasar obje, pajak tldak dlketahu1 atau leblh rendah dari NJOP PBS digunakan NJOP PBB 
sebagai dasar perhitungan 

A1gka 2 Oi,s· sesua, den;:an besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Dae rah (informas, me"_;;_ 
~esarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalu, Dinas pendapatan Oaerah ~temp~t) 

Angka 3 Cukup Jclas 
Anef.a 4 Di,s, dengan hast! perkalian ar.tara NPOPKP langka 3) dengan tarlf pajak sebesar 5% (sesual pasal Perda No Tahun ) 

Angka 16 d1isi dengan nomor sert1fikat atas tanah dan bangunan yang berangkutan. 

• \ Oalam hal perolehaf\ Hak Rumah 5ederhana Sehat (Rs. Sehat/ RSH) seb.lgalmaf\a diatur dalam keputusan Menteri Pemuklman dan Prasarr 
24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemuklman dengan dukungan fasllltas subsldi Perumahan sebagalmana te\ah diubah de~ 
Menteri Pemu,,man dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan Rumah Susun Sederhana yang d\lakukan melalul Kredlt kepemili"-4n R _ 
(KPR bersub11d1) yang pembang'unannya mengacu pada Peraturan Menterl Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Te -s 
Rumah Susun. 

Jenis Perolehan 
Kode Jenls Perolehan Hak Kode I ~ Hak Jenis Perolehan Hak 

Pemindahan 01 Pemmindahan Hak 01 Pemberian Hak Baru l 
hak 01 Pemasulcan dalam perseroan/ badan hukum lalnnya. 06 Perolehan hak rumah sederhana dan RSS 
Jual Beli 02 Pemisahan Hak yang menr:akibatkan peralihan. 07 melatui KPR bersubsidi") 
Tukar Menukar 03 Penunjulcan pemberi dalam lelang. 08 Pemberian hak baru 
H1bah 04 Pelaksanaan putusan hakim yang memunyal kekuata 09 Pemberian hak baru sebagai kelanjutar ' Hibah Wasiat OS hukum tetap. pelepas.an hak 
War•s Penggabungan us.aha. 10 Pemberlan hak baru dlluar pelepasan hak I 

Pelebaran usaha. 11 
Pemekara usaha. 12 
Hadiah 13 

HU~ur B 01111 dengan data dan jenis perolehan hak. aras tanah dan bangunan , 
Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum datarn SPPT PBB atas tanah atau bangunan yang bersangkutan. 
Angka 2 s.d angka 6 Dlisi dengan letak tanah dan/ at.iu bangunan yang haknya diperoleh. 
Angka 7 s.c angka 13 merupakan label untuk perhltungan NJOP PBB atas tanah d.in/ atau bangunan yang haknva diperoleh 

Pada kolom anglra 9 dan angka 10 agar dlsenutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan. 
Dalam hal N.JOP PBS belum dttetapkan/ bPlum ada SPPT PBB angka 9 dan anngka 10 dlisl berdasarl<an surat 
Keterangan NJOP PBB yang dtterbltkan oleh Kepala Kantor Pe~yanan PBB/ KPP Pratama yang wilayah kerjanya 

rneliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan WP 
Angka 14 diisi dengan harga transaksi yang terjadi/ r.arga transaks: yang tercantum dalam Risalah Lelang/ nilai asar objek tersebut. 
Angka 15 diisi dengan kode 1enis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut: 

HL:RUF A 01111 der.gan data WP 
Angkd J s.o angka 8 cukup jelas 

D1nd\ Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diisi dengan Oina s Pengelolaa.n Keuangan dan Aset Oaerah yang wilayah ker,11nya meliputi letak tanah dan, a: 

CARA PE NGISIAN . 

o·....,u • " ,Prc,n oaro 6 (enarr- ebar Iernbar certama drt enma Wajlb P3Jak·(WP) sebagal buktl pembayaran • tembar ~edua diterima PPAT, ler,oa 
epala i<antor B•dang Pertanahan kabupaten/ xcra: lebar ,eempat diterima Fungsl Kantor Pelayanan melalui Wajlb Pajak (WP); lernbar kelima drter­ 
itunjuk: dan lernbar ke enarn dit errrn a !>endahara Penerim,1. 

ts,lah SSPD BPHTB ,ni dengan huruf kap,tal atau dlketik. 
rjunakan satu SSPO BPHTB untuk senap setoran dan settap 1enls perolehan hak atas tahan dan/ atau bangunan. 
,ormulir in, dapat Juga digunakan untuk pembayaran atas a tau suatu pembetulan arau pengungkapan ketldakbenaran penghitungan WP. 

PfTU JUK PENGISIAN SSPD BPHTB 



Fungsi Pelayanan 

.20 

Data objek pajak yang tercantum dalarn SSPD-BPHTB telah sesuai 
.rlai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai 

Dokumen pendukung pcrolehan hak atas tanah/ dan bangunan telah lengka. 

lelakukan perneriksaan dan penelitian SSPO-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan karni 
enyatakan bahwa : 

PENELITIAN 

eterangan 
,20 

enukian <lisampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB 

Fotokopi identitas Wajib Pajak berupa . 
Surat Kuasa dari Wajib Pajak .. ) 
Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak**) 
F otokopi NPWP 

?[38 
Sebelumnya Tahun *) 

Fotokopi SPPT atau STTS Struk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukti Pe.nbayaran 

BPHTB disertai bukti 
Penerimaan Daerah (BPD) *) 

SSPD-BPHTB yang terteran nomor transaksi Penerimaan Daerah (NTPO) SSPD- 
mpir dokumcn sebagai bcrikut : 

iru menvampaikan SSPO-BPI [TB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan I atau bangunan 

benkut : 

tangan dibawah in.i . 

Pajak 

paten 1crangm 

FOR~U:LIR PERM.OH ONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB 

D~' PRO EDUR 
?r:_,'L x G iTA.:. BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN KABUPATEN 
MERANGIN 



Fungsi Pelayanan 

,20 

erhatian dan kerja samanya karni ucapkan terima kasih. 

Objek Pajak (NOP) 

ITJITJLJ~l~I ~''~~''~~~ID ' ta objek paiak atas 

"ajib Pajak 

· bangunan atas : 

Hormat, 

.ngan dcngan proses pcnelitian SSPD-BPI [TB yang scdang berjalan, dcngan mi kami rnengajukan pennintaan data terkait perolehan hak bumi 

FORM PENGAJUA!i DATA 

TAHUN 2014 
2014 

SISTEM DAN PROSED UR 
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN KABUPATEN 
l\1ERANGIN 

PERATURAN BUPATI l\1ERANGIN 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 

LAMPIRAN Ill 



Fungsi Pengelolaan Data 

& Infonnasi 

~ data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPI-TI13. Terimakasih. 

Rp 13 

Rp 12 IO m' l 

Rp II 9 

8 

Luas 
(Diisi luas tanah dan bangunan 

yang hanya diperoleh) 
Uraian Luas x NJOP PBB/1112 

NJOP PEB 

NJOP PBB/m2 

(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun 
terjadinva perolehan hak/tahun., .. ) 

m 7 

Perhitungan N.IOP PBB : 

Kecamatan 

Kelurahan 

Letak tanah I bangunan 

I I II I I 11 I I I I I I I ID 
8. RT /RW: .............. ... .... .... 

9. Kota ......... ...... ............. ······· 

Nomor Objck Paka Pajak (NOP) 

e. 

d. ·················· 

C ················ 

b . 

a .. 

Bea Perolchan Hak Selarna Tahun Bcrjalan 

NPWP 

Nama Wajib Pajak 

:1 Hormat, 

ah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu : 

DATA OBJEKPAJAK 

.20 

TAHUN 2014 
2014 

SISTEM DAN PROSED UR 
PEMUNGUT AN BEA PERO LEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN KABUPATEN 
MERANGIN 

PERA TURAN BUP AT! ME RAN GIN 
NOMOR 
TANGGAL 
TENT ANG 

LAMPffiAN IV 
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pabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak 
aelurn dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan 
dengan penerbitan Surat Kuasa, pelaksanaan sita, dan 
elang. 

PERHATIAN 
:~rat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan 
S-P BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan 

sejak tanggal diterima. 

Tempat Pembayaran: 

Bangko, 20 
Kepala Dinas pendapatan Kabupaten Merangin 

=>ajak yang masih harus dibayar (5+6+7) 

Pajak yang terutang Rp. 
angka 1 :::erdasarkan putusan BPSP kurang 

2% x 24 bulan x Rp. Rp. Denda administrasi 
(angka 5) 

yang kurang dibayar (angka 1- angka 4) Rp. 

_ -.alh yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3) Rp. 

=;;-gurangan Rp. 

a g terutang menu rut SSPD BPHTB/SKPDB Ku rang BayarTambahan *) Tahun ......... Rp. 

_ yang terutang 

NPWP: 

Nama & Alamat Wajib Pajak 

Rp . 
( ) 5 yang masih harus dibayar 

Tahun: 

SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

Rp. 



PRO ED:R 
PEROLEHAl 
AH DAN 

KA.DU PATEN 

NIP 

JAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TIN DAKAN 
•GtHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN 

Kepala Dlnas Pendapatan 
Kabupaten Merangin HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA 

SATU) HARi SELETAH TANGGAL SUR~T 
-::_ RAN INI. 

PERHATIAN 

I saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar saudara segera 
_,..,..,"""" kepada kami. 

encegah tindakan panggllan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah 
_ tahun tentang Penaglhan Pajak dengan Surat Paksa, maka dlmlnta kepada Saudara agar 

· jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu 

JatuhTempo 
Pembayaran 

Tahun Pajak 
BPHTB/SKPDB KURANG 

BAYAR/SKPDB KURANG BAYAR 
TAMBAHAN (*) 

Jumlah 
Tunggakan 
Pajak (Rp) 

Tanggal 
_ is Pajak 

Jumlah 

•:::::;::= .... ta usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyal tunggakan pajak sebagai berikut: 
NOP, NO & TANGGAL STPD 

SURAT TEGURAN 
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Al~•-'-~--1_1_ 1 1 

Atas Perolehan Hak atas Tanah dan I atau bangunannnya dengan : 
Tahun BPHTB 

Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak permohonan pengurangan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib 
Pajak 
Nama Wajib Pajak . 
Alamat Wajib Pajak : .. 
Letak Objek Pajak .. 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MERANGIN 
TENT ANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK AT AS 
TAN AH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG. 

MEMUTUSKAN : 

2. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor Tahun tentang 
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

...... tentang Bea l. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Norn or Tahun 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

b. Bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang; 

a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan 
Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Nomor : ... 
Tanggal : 

...... Tanggal . 
nama 
Nomor 

Surat Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan atas 

TENT ANG 

PEMBERIANPENGURANGAN 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

YANG TERUTANG 

KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN MERANGlN 

PL\1ERINTAH KABUPATEN MERANGIN 

KEPL"T SAN KEPALA DINAS PENDAPATAN 

NOMOR: . 

: 0 'TOBER s: 014 
I TE. 1 DAN PROSEDUR 

PEMUNGUTAN BEA 
PERO LEHAN HAK AT AS 
TANAH DAN BANGUNAN 
KABUPATEN MERANGIN 



:.ak perlu 
-·eperluan 

NIP . 

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin 

Ditetapkan di .. 
Pad a tanggal . 

a. Apabila Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak: 
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Kabupaten 

Merangin 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan 
dibetulkan sebagaimana mestinya. 

( sebesar : ) 

Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, maka 
sebenarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut : 

a. BPHTB terutang Rp. .. . 
b. Besarnya pengurangan ( ) Rp. .. . 
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp. .. . 

················ . 

Letak Objek · . 
Kelurahan 
Kecamatan 
Kot a 

- Nomor 
- Tanggal 
NOP 
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